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PUTUSAN 

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Sgt. 
 

  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: 

Pihak-pihak yang berperkara 

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S-1, 

tempat tinggal di Desa Xxxxxxx (12), Kecamatan Xxxxxxx, 

Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S-1, 

bertempat tinggal di RT xx, Desa Xxxxxxx (12), Kecamatan 

Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan. 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Agustus 

2016, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti 

Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 07 Desember 2016, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

Posita permohonan 

1. Pada tanggal 03 Agustus 1992, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari 

(Kutipan Akta Nikah Nomor 316/39/1992 tanggal 17 Oktober 1992); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal 

di rumah milik sendri di Desa Xxxxxxx, Kecamatan  Sumngai Bahar, 

Kabupaten Muaro Jambi selama 23 tahun sampai terjadi pisah. Selama 

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan 

hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak 

bernama:  

1. Anak, umur 23 tahun; 

2. Anak, umur 22 tahun; 

3. Anak, umur 16 tahun. 

3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2007 ketentraman rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 

3.1. Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang 

belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah 

berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga; 

3.2. Termohon cemburu buta dan mencurigai Pemohon bahkan sering 

menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal 

Pemohon selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan 

apa yang dituduhkan Termohon tersebut; 

3.3. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon sering 

menolak apabila Pemohon ingin berhubungan suami istri. 

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut 

terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015, yang akibatnya antara 

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan 

rumah kediaman bersama karena tidak yahan dengan sikap Termohon dan 

pulang kerumah kontrakan dengan alamat sebagaimana tersebut di atas 

selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi 

hubungan baik lahir maupun batin, dan termohopn sudah tidak lagi 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; 

5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga 

yang sakinah mawadha dan rahmah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan 

talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan 

Agama Sengeti; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Subsider: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Kehadiran pihak berperkara 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon telah 

hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas 

Panggilan Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 16 Desember 2016 dan 28 

Desember 2016, Termohon  telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga 

Termohon tidak dapat didengar keterangannya di persidangan dan persidangan 

dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon; 

Izin atasan 

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian 

kepada Majelis Hakim dengan Nomor 882.3/222/V/BKPPD, tanggal 29 Agustus 

2016; 

Upaya damai  

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan 

menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya 

dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak 

pernah hadir ke persidangan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pembacaan permohonan 

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena 

Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan 

dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Pemohon; 

Acara pembuktian 

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan bukti berupa: 

A. Bukti Surat  

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang 

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Nomor 316/30/X/1992, tanggal 03 

Agustus 1992, yang telah dimeterai dan di-nazzegelen, lalu dicocokkan 

dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P; 

B. Saksi 

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman di RT xx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten 

Muaro Jambi;  

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Saksi kenal dengan Termohon bernama Rofikoh; 

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak dua tahun lalu mulai goyah karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon dari cerita Pemohon; 

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon adalah sifat egois Termohon dan sifat cemburu Termohon 

kepada Pemohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun, 

Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon tinggal di rumah 

kediaman bersama; 

- Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling 

memberikan perhatian; 

- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon, namun tidak berhasil. 

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman di RT xx, RW xx Desa xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, 

Kabupaten Muaro Jambi; 

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 

- Saksi kenal dengan Termohon bernama Rofikoh; 

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak dua tahun lalu mulai goyah karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon dari cerita Pemohon; 

- Setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon karena sifat egois Termohon dan sifat 

cemburu Termohon kepada Pemohon; 

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun, 

Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan Termohon tinggal di rumah 

kediaman bersama; 

- Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling 

memberikan perhatian; 

- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon, namun tidak berhasil. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Acara pembuktian cukup 

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan 

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya 

Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan; 

Kesimpulan Pemohon 

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada 

Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan 

Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan 

Pemohon di persidangan; 

Pemeriksaan selesai 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Pertimbangan pendahuluan 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Pokok permohonan Pemohon 

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon 

dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap 

Termohon dengan dalil bahwa sejak bulan April 2007, ketentraman rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena: 

1. Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang 

belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga; 

2. Termohon cemburu buta dan mencurigai Pemohon bahkan sering menuduh 

Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon selalu 

berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan 

Termohon tersebut; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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3. Termohon kurang peduli terhadap Pemohon, Termohon sering menolak 

apabila Pemohon ingin berhubungan suami istri 

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon 

terjadi pada bulan Juni 2015, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, 

Pemohon meninggalkan Termohon selama 1 tahun 6 bulan karena tidak tahan 

dengan sikap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah ada lagi 

hubungan lahir dan batin; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon 

telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 

satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Sengeti;  

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Relaas panggilan 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di 

sampaikan kepada Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 145 ayat (1) 

dan (2),  Pasal 146 R.Bg, juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut; 

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak 

pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus serta tidak 

menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan 

ketidakdatangannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan 

demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2), junctis Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan 

tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Izin atasan 

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Pemberian Izin 

Perceraian kepada Majelis Hakim dengan Nomor 882.3/222/V/BKPPD, tanggal 

29 Agustus 2016, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian 

Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

Upaya damai 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis 

Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan 

Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di 

setiap persidangan, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi  usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai 

putusan ini dijatuhkan; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 

ayat (3), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh 

karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak 

dapat dilaksanakan; 

Disclaimer
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Legal standing 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Pemohon dalam 

mengajukan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Pemohon 

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, 

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka quod est Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a 

quo; 

Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara a quo, baik 

kompetensi absolut maupun kompetensi relatif; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan 

Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang 

berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah 

mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan 

Agama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukan 

tangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod est Pasal 66 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama 

Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo; 

Fakta yang harus dibuktikan 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan 

oleh Pemohon mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam 

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka 

sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta 

yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya; 

2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus 

dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap 

keutuhan kehidupan suami istri; 

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup 

rukun kembali dalam rumah tangga; 
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Beban pembuktian 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan bantahan 

atas dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan doktrin hukum acara yang 

ada “sesuatu yang tidak dibantah dipandang sebagai fakta yang diakui”, maka 

senyatanya Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan 

Pemohon, akan tetapi di Majelis Hakim berpendapat dalam kasus perceraian 

diperlukan pembuktian lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon 

mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 

ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian 

(burden proof) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan 

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon; 

Analisis pembuktian 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan  2 orang 

saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti 

P, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah 

dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg 

juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut 

memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna 

(volledig). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi 

Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon  telah 

terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 03 Agustus 1992, di Kecamatan 

Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan 

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, saksi-

saksi sangat yakin dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon tidak 

pernah lagi hidup bersama dan saling tidak memberi perhatian; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon 

telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan 

secara terpisah di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling 

bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu 

Majelis Hakim berpendapat quod est Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., juncto 

Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah 

memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti; 

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh 

Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat 

pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat 

bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon adalah tetangga Pemohon, kedua 

orang saksi tersebut merupakan orang yang secara tempat tinggal dekat 

dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan antara 

Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan 

substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara a quo, maka oleh karena itu alat 

bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan 

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo; 

Fakta hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan di 

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah; 

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 

tahun lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi; 
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3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur (broken 

marriage); 

4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan 

Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor 

yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan 

suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu 

dengan lainnya; 

6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan 

Termohon terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah 

tangga. 

Pertimbangan sosiologis alasan cerai 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di 

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk 

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang 

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya  

perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan 

tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi 

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan 

mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahat-nya, di antaranya 

penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis 

keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih 

mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih berat; 

Pertimbangan perceraian secara syar’i 

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara 

Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil 

syar’i, sebagai berikut: 

1. Surat al-Rum, ayat 21: 

 ◆ ⧫◆  ⧫◼ ⬧ 

 → ◆ 

❑⧫ ⬧ ➔◆ 

→◆⧫ ◆❑ ☺◆◆    
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⬧ ⧫ ❑⬧ ⧫⧫⧫ 

  

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 

21). 

 

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, 

Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut: 

 ولاضرار لاضرر

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula 

kamu sampai dimudarati (dicelakai); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang 

lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-

Nazhair, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya 

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

 اخفهما ضررابارتكاب اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari’ di atas, Majelis 

Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak 

harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah, selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah dalam 

perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan 

Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim harus memilih mudharat 

yang lebih ringan untuk menghindarkan mudharat yang lebih berat. Menurut 

Majelis Hakim, perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon 

untuk menghindarkan Pemohon dan Termohon dari kerusakan di masa depan.   

Pertimbangan perceraian secara yuridis 
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Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang 

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa 

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup 

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan 

telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975”; 

Pertimbangan perceraian secara sosiologis 

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan 

mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-mudharatan-nya 

dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah 

tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Pemohon dan 

Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah 

tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang 

dan mencintai; 

Pertimbangan alasan hukum perceraian Pemohon dan Termohon 

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum secara syar’i, 

yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan 

Termohon diceraikan. Karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak 

lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lainnya, meskipun pihak 

keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun 

tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga 

sekarang. Maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada 

harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami 

istri; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah 

memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est 

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Kesimpulan permohonan izin cerai talak 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis 

Hakim berpendapat: 

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto  Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk 

melakukan perceraian; 

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan 

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk 

mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti; 

Waktu pelaksanaan ikrar talak 

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan 

ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan 

perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan 

memanggil pihak Pemohon dan Termohon; 

Pengiriman salinan ikrar talak 
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, 

dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara ex 

officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar 

yang telah disediakan untuk itu; 

Petitum biaya perkara 

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang biaya 

perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, menjawab petitum permohonan tersebut, biaya perkara dibebankan 

kepada Pemohon; 

Pertimbangan penutup 

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan  Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
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3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Sengeti; 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan 

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten 

Batanghari, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 

M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 H, oleh kami Rijlan 

Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hj. Baihna, S. Ag., M.Ag., dan Mhd. 

Syukri Adly, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka 

untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh 

Rosda Maryanti, S.E., Sy., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

 

 

 

 

 

Hj. Baihna, S. Ag., M.Ag. Rijlan Hasanuddin, Lc. 

Hakim Anggota II,  

 

 

 

 

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. 
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 Panitera Pengganti, 

 

 

 

  

Rosda Maryanti, S.E., Sy. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran      : Rp     30.000,00  

2. Biaya Proses : Rp     50.000,00 

3. Biaya Panggilan       : Rp   600.000,00 

4. Biaya Redaksi         : Rp     5.000,00 

5. Biaya Materai         : Rp     6.000,00 

 Jumlah  Rp   691.000,00 

          (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
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